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SALIITAIT

BIIPA?I XSDIRI
PROVIIISI JAYA TIUT'R

PERATURAI$ BLTPATI KEDIRI

NOMOR 24 TAHUN 2*22

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI" URAIAN TUGAS

DAN FUNGSI SERTA TATA KER.IA

DINAS PENGENDALAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN

PEREMFUA.ET DAI{ PERLINDUNGAN AI-IAK

KABUPATEN KEDIRT

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHA}I YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

a. bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan PasaI 10 Peraturan

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Kediri, maka perlu raengatur Kedudukan, Susuaan Organisasi,

Uraian Tt-rgas dan Fungsi serta Tata Keda Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Peremprran dan

Perlindungan Anak Kabt4raten Kediri;

b. bahwa dalam rangka merrujudkan Organisasi Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Elereacana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlinduagan Anak Jra*g protrrcsiona!, efektif

dan efisiea sebagai bentuk perr5rederhanaa* birolcrasi, perlu

dilakukan penyesuaian terhadap susr:rtan orgarrisasi, uraian

trrgas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Kediri;

c. bahwa Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian T\rga.s dan Fungsi

serta Tata Kerja Diaas Pengeadalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pernberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabtlpaten Kediri perlu disesuaikan dengan kebr.ltuhan

dinamika dan perkembangan Pemerintah Kabupaten Kediri

sehingga perlu diganti;
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Mengingat

d. hahwa krdasarkan pertimbangan sebagairnana dirnaksud

dalam huruf 4 huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Elupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Uraian Ttrgas dan Fungsi serta ?ata Kerja Dinas Peagendalian

Penduduk, Keluarga Berencaca, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupten Kediri;

1. Undang-Uadang Nornor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur

{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41},

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undacg Nomar 2

Tahun 1965 tentang Perubaha* Atas Undang-Unda*g Nornor

72 Tahua 1950 tentang Pernbentukan Daerah-daerah

Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

Irrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730|;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelengg€rraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme {I.embaran lr[egara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 3851);

3. Unda*g-Undang Namor 12 Tahun 2011 tentang tremhentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembararr Hegara

Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Uadaag-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

{Irmbaran Negara Republik Indonesia ?ahun 2A19 Nomor 183,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Namor 5 Tahun 2o-14 tentang Aparatur Sipil

Negara {Leatbara* Negara Republik Indonesia Tahur: 2*14

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Irrdonesia

Nomor 5a9a);

a
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentarg Pemerirrtalran

Daerah (I-embaran Negara Repuhtik lrrdanesia ?ahtra 2Al4 Nornor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoaesia Nomor

5587! sebagaimana bekrapa kali telah ditrbah terakhir dengan

Undang-I"Indacg Nomor 9 Tahu* 2015 tentaeg Pefi-rbhacr Kedua.

Atas Uadang-Undang Non:or 23 Tahua 2*l+ tentang

Pemerintahan Daerah $.embaran Neg:rra Republik lcld*rresia

Tahun 2015 Nornor 58, Tarnhhan Irrnhran Negara Republik

Indonesia Nornor 5679h

6. Peraturan kmerintah Slcmor 18 Tahun 2Ct5 tentang Ferangkat

Daerah {t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 F{omor

174, Tarnbahan kmbaran F{egara Republik Indonesia Nomor

5887) sebagaimana telah diubah dengan Pera.turim Pemerintah

Nomor 72 Tahun 2o-19 tentang Perubahan Atas Feraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2|J-16 tentang Ferangkat Daerah

flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O79 Nomor 187,

Tambahan Irmbaran Negara Republik Indoaesia Nomor 6a021;

7. Peraturan Pernerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil fi"embaran Negara" Republik Indonesia Tahun

zOtT Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6O3n sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerirtah Nomor 17 Tahun 2O2A tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahua 2Ot7 tentang Manajeneen

Pegawai Negeri Sipil {I-enebaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor e77l;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Fenyelengaraan Pemerintahan Daerah

flrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2U-77 Nomor 73,

Tambahan kmbaran Negara Republik Iadonesia Nomor 6Oa1);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Al4 terrtang Peraturan

Pelaksanaan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Irmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2A74 Nomor i99l sebagairnarra telah

diubah dengan Peraturaa Presiden Nomor 76 Tahun 2A2l tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2A14

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2ALL tentan"g Pemhentukan Peraturan Pertmdang-undangan

(lembaran Negara Republik Indoaesia Tahun 2A2L Nomor 186);
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Menetapkan

10. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 8O Tahun 2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah {Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

L57l;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan

Jabatan Admirristrasi ke dalam Jabatan Fungsioaal;

L2. Peraturan Menteri Peadayagucaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2*21 tentang

Penyederhanaan Strukhrr Organisasi pada Instansi Pemerintah

untuk Penyederhanaan Birokrasi;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kediri {Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun

2C16 Nomor 5, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Kediri

Nomor H7l;

MEMUTUSI(AI{

PERATURAN BUPATI ?ENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud derlgan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kediri.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Femerintah Kabupaten Kediri.

3. Bupati adalah Bupati Kediri.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.
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6.

Dinas Pengendalian Pendudul; Keluarga Berencana,

Pemberdayaar Perempuan dan Perlindungae AEak yang

selanjr.rtnya disingkat DP2KBP3A adalah Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Elerencana, Pemberdayaarr Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Kediri"

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pembrdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Kediri.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD

adalah unsur pelaksana tugas teknis pada DP2KBP3A-

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yaag menuajukkan

tugas, tanggung jawah, \re\#enang dan hak seseorang Pegawai

Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok

dan fungsi keahlian danlatau ketrampilan untuk mencapai

tujuan organisasi.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(U DP2KBP3A merupakan unsur pelaksana umsan pemerintahan

daerah di bidang Pengendalian Pendudukan dan Keluarga

Berencana serta unlsan pmerintahan daerah di bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlirtdungan Anak-

12]| DP2KBP3A dipimpin oleh Kepala Dinas yang krkedudukan

di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

t3) DP2KBP3A sebagaimana dimaksud pada ayat {1} mempunyai

tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, Pembetdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.

(4) DP2KBP3A dalam melaksanakan tugas sbagaimana dimaksud

pada ayat (3) menyelengarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian

penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempu€rn

serta perlindungan perempuan dan anak;

I

8
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b. perlJrlrsurran perencanaarr program dan a*ggaran di hidang

pengendalian pendudtrk, keluarga be.rencana,

pemberdayaan perernpuan serta perlindu*gan perempr-Iafi

dan anak;

c. pelaksanaan di bidang pengeodalian penduduk, keluarga

berencana, pemberdayaarl perempuar] serta perlindungan

perempuan dan anak;

d. pernantallan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaaa di

bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana,

pemkrdayaa* perempuan serta perlindungan perempuan

dan anak;

e. kaordinasi dan sinkroaisasi pe};aksanaarl di bidacg

peagendalian pndudttk, keltlarga bererrcana,

pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuarr

dan anak;

t pembinaan penyelenggaraan di bidang peagendalian

penduduk, keluarga berenca:ea, llernberdayaan perempuan

serta perlindungan perernpuan dan anak;

g. pembinaan UPTD;

h. pelaksanaan administrasi pengendalian penduduk,

keluarga berencaaa, prnberdayaa* perempuar! serta

perlindunga* pererapuart daa aeak;

i. pert5rusunarl dan perur$usaft laporan kinerja secara

periodik kepada Eh.rpati; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

{1} Susunan Organisasi DP2KBP3A terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat" membaw'ahi :

1. Sub Bagia* Umum dan Kepgawaian; dan

2. Sub Bagian Keuartgan;

c. Bidang Fengendalian Penduduk;

d. Bidang Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana;

e. Bidang Keluarga Sejahtera;
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f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlicdr.rngan Anak;

g. UPTD; dan

h. Kelornpok Jabatsn F*ngsional.

t}t Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yarrg berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada IGpaIa Dinas-

{3} Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Dinas"

{4} Masing-masing sub bagian dipirnpin oleh Kepala Sub Bagian

yang berada di bawah dan bertanggung iawab kepada

Sekretaris.

Pasal 4

Bagan Organisasi DP2KBPSA terca:ntusr dalam' Lampir*rt yeng

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Btlpati i*i.

BAB IN

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

I}agian Kesatu

Sekretariat

Pasal 5

t1l Sekretaris mempurry,ai tugas menrbantu Kepala Dinas dafam

merqrustut kebijakan, rnengkmrdicasika:r bid'ang-bidan&

mernbirra, melaksaeakan dan rrrengerrdalikac admiaistrasi

trmrrm, keuangan, sararra prasanana, ketenagaan,

kerumahtanggaan dan kelembagaan.

{2) Untrrk melaksanakaa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

{ 1 }, Sekretaris menyelenggarakan fuagsi:

a. penJrusunan rancangan kebijakan dinas;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bida*g dan

UPTD;

c. penlitlsunan program dan pelaporan pengelolaan sistem

infor:nasi, pemantauac darr esaluasi kegiatae di*as;

d. pelaksanaan pembirtaan, ;rengelolaan dan pe*gendalian

administrasi lrlnlrrrt, keuangan, sa*trta llrctsfirafia,

ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;
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e. perlgoordirlasial} IEnJrusul}€rr} raacaEg€il1, Fraturan
perundang-undangart hida*g pngendalian pendr:duk,

keluarga berenca*a, pennberdayaa* peresrpttat serta

perlindungan peremplran dan anak;

f. pengelolaan urusan rumah tangga, surat men5rurat,

kearsipan, trubungan masyarakat, dokumentasi dan

perpustakaan;

g. plaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;

h. pengoordinasian penJrusunan Standar Operasional

Prosedur (SOPI kegiataa dinas;

i. penlrLlsunan profil dinas;

j. pelaksanaan mcnitoring dar: evahra.si kebijakac dinas;

k. pelaksanaan adrnfutistrasi dan tata usaha bidang

sekretariat; dan

1. melaksanokan tugas-tugas Lain yang diberikan kepala

dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

{1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian rnernpunyai tugas

rnelakukan urusan surat menlrurat, pelaksanaan kearsipan dan

ekspedisi, pengelolaan urusan runaah tangga dan perlengkapan,

pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan,

informasi dan dokumentasi, serta pngelolaan urusan

administrasi kepegawaian, pembitaaan jabatan fungsional, dan

evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

(2j Kepala Sub Bagian Keuangan memprrrryai tugas melakukan

pengelolaan dan penyiapa.n bahan pelaksanaa:r veri&kasi,

penatamsahaan, perbendaharaan, dan pembukuan kerrangan,

urusan akuntansi dan trreia.poran keuangan, serta penyiapan

baha"n tanggapan peraeriksaan.

Bagian Kedua

Bidang Pengendalian Penduduk

Pasal 7

(1) Kepala Bidang Pengendaliaa Fenduduk mernpurryai t*gas

melaksanakan sebagaian ftrngsi dinas di bidang pengeadalian

penduduk.



(2| Untuk melaksanakaa tugas sebagaimana rlisraksud pada ayat

{1}, Kepala Bidang Pengend*lian Penduduk menyelen

tugas:

a. pengoordinasian rencarta dan program kerja bidang

pengendalian penduduk;

b- pemveri{lkasian petunjuk teknis di bidang pengendalian

penduduk;

c. pengoordinasian penyerasian kebijakan pembangunan

daerah Kabupaten terhadap program pmbangunan

keluarga, kependudukan dan keluarga berencana

(Banggakerrcana);

d. pengocrdinasia* Frgrust.rrlarr dan pmanfaatant Grand

Design Pembangunan Kependudukan (GDPK!;

e. pengoordinasian pedoman pncatatart, pelaporan dan

analisis kegiatan pengendalial penduduk;

t pengoordinasian pemetaan perkiraan {pararneter}

pengendalian penduduk;

g. pengoordinasian penyediaaa bahan per{rusunan profil

kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga;

h. pengoordinasian kerja sama pengendalian peaduduk

dengarr liatas sekor;

i- pengoordinasian peayediaan bahan pngembanga* mdel
solusi strategi dan kajian darnpak pengendalian

kependudukan;

j. pengoordinasian penyediaan batran pengukuran dan

perhitungan indikator kerentanan darnpak kependudukan

{Earlg wawting sysfem / sistem peringatan di.tl}t

k. pengoordinasian verifikasi data, monitoring, evaluasi dan

pelaporan kegiatan pengendalian penduduk;

t. pengoordinasian penjrusunan bahan advokasi

pealhentukan rumah data kependudukan di Kamp:ag KB

untuk mernperkuat integrasi pragrana pemkngunan

keluarga, kependudukar dar keluarga berencaca

(Banggakencana) di sektor lain;

m. pengoordinasian analisa pencatatan, pengumputan dan

pengolahan data keluarga di SIGA, aplikasi data keluarga

dan aplikasi statistik rutin BKKBN;

I
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n. pelaksanaan adrninistrasi darr tata. us4ha bidang

pengendalian penduduk;

o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala

dinas sesuai dengan peratunan perundang-undangirn.

Bagran Ketiga

Bidang Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana

Pasal 8

tU Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana

mempunyai tugas melaksanakam, mengelola dan mengendalikan

Program Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana,

Advokasi, Komunikasi Informasi &lukasi dan Lini I^apngan.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pa.da ayat

(1), Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Keluarga

Berencana menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian per{rusunan prograrn kegiatan,

kebijaksanaan operasional, penganggaran serta

pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan, pembinaan

Keluarga Berencana (IGl, jaminan ketersediaan alat

kontrasepsi, advokasi, Komunikasi Iniormasi Eclukasi

(KIEI dan lirri lapangan;

b. pemverilikasian penJrusunarl pedoman petunjuk

pelaksanaan dan petunjuk teknis dalarn kebijakan

operasional pelayanan, pembinaan Keluarga Berencana

(KB), jaminan ketersediaan alat kontrasepsi, advokasi,

Komunikasi Informasi Edukasi gilE) dan lini lapangan;

c. pemverifikasian penyusunan Program advokasi, KlE, lini

lapangan dan motivasi kegiatan pelayanan, trrembinaan

Keluarga Berencana (KB), peningkatan partisipasi KB pria;

d. pengoordinasian pengembangan jaringan pelayanan

Keluarga Berencana (KB), termasuk pelayanan Keluarga

Berencana (KB) di rurnah sakit dan perusahaan;

e. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan

pelaporan kegiatan pelayanan dan pembinaan Kefuarga

Berencana (KB), ketersediaan alat kontrasepsi;
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f. melaksanakan mcrritoring evahrasi dan melaporkan hasil

kegiatan advokasi, Koraunikasi Informasi Eclukasi dan

pergerakan lini lapangan;

g. pelaksanaan administrasi dan tata. usaha Bidang

Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana; dan

h. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan kepala

dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan-

Bagian Keempat

Bidang Keluarga Sejahtera

Pasal 9

tU Kepala Bidang Kehrarga Sejahtera mempunyai ttrgas

melaksanakan, mengelola, mengeftdalikan ketehanan keluarga,

pemberday€rarl keluarga, ketahanan remaja serta peningkatan

kemitraan;

{21 Untuk mel,aksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

{1}, Kepala Bidang Keluarga Sejahtera menyelenggarakan

fungsi :

a. pemveri{ikasian rencana program kegiatan dan

kebijaksanaan operasional ketahanan dan pemberdayaan

keluarga serta ketahanan rernaja dan kemitraae;

b. pengoordinasian afiggarail operasional kegiatan ketahanan

keluarga dan pernberdayaan keluarga serta ketahanan

remqja dan kemitraan;

c. pengoordinasian kegiatan di bidang keluarga sejahtera dan

trrendewasaan usia perkawinan dengan instansi terkait,

Lembaga Sosial dan Organisasi Masyarakat {LSOM) serta

Organisasi Wanita;

d. pengoordinasian pedoman pencatatan, pelaporan, dan

analisis kegiatan progr€l.m ketahanan dan pemberdayaan

keluarga serta ketahanan remaja dan kemitraan;

e. pemverilikasian sasaran Birra Keluarga Balita (BKB), Bina

Keluarga Remaja fBKR), Bina Keluarga l,ansia ftsKl-] dan

Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R);

f. pengoordinasian ftuduk pembinaan Usaha Peningkatan

Pendapatan Keluarga Sejahtera {UPPKS} ;
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g. pengoordinasian petunjuk pembinaan pemberdayaan

keluarga serta prtguatan pelembagaan keluarga kecil

berkualitas;

h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dengan institusi

terkait Lembnga Swadaya dan Organisasi Masyarakat

TLSOM) di bidang keluarga. sejahtera;

i. melaksanakan monitoring evaluasi dan rnelaporkan hasil

kegiatan ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga

serta ketahanan remaja dan kemitraan;

j. pengoordinasian trrenyerasian program IPK $ndek

Pernbangunan Keluarga) ;

k. pelaksanaan admirristrasi dan tata usaha bidaag Keluarga

Sejahtera; dan

1. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan kepala

dinas sesuai dengan peraturan perr-mdang-undangan

Bagian Kelima

Bidang Pemberdaya,€rn Perempuan dan

Perlindungan Anak

Pasal 1O

tU Kepala Bidang PemberdaSraan Perempuan darr Perlindungan

Anak mempunyai tugas lnerumuskan kebijakan teknis,

memberikan dukungan atas penyelengarzlan pemerintahan

daerah, membina, mengtr rdinasikan dan melaksanakan

program dan kegiatan di bidang pemberdayaan peremPuan serta

perlindungan perempuan dan anak.

tzl Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat

{1}, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak menyelenggarakan fungsi:

a. pemverifrkasian, pangoordinasian rencana dan pelaksanaan

program kegiatan bidang pemberday€rarl lErempu€Ln serta

perlindungan Frempuarl dan anak;

b. pengoordinasian dan pemfasilita.sian programlkegiatan

pemberdayaan perempuan dalam pembangunan,

pengarusutamaan gender dan perlindungan serta

pemenuhan hak-hak perempuan dan anak;



c. peagoordinasian, Frlgembarlgan" dalr pengtratarl

kelernbagaan ljarrr+Safi pe'mkrday'aee perempuerl serta

perlindungan perenlplran dan a*ak;

d. perrgoordinasian dan pengadvokasian perrJru$man

Perencanaan Penganggaran Restrronsif Gender {PPRG} atas

kebijakan program kegiatan dinas;

e. pengoordinasian bahan penyediaan data. terpilah gender;

f. pengoordinasian bahan pengembangan materi Komunikasi

Informasi Edukasi {KIE} pemberdayaan perempuan dan

Pengarusutamaan Gender (PUGI serta perlindungan

pereulpuan dac anak;

g- pengcordinasian bahan fasilitasi ketersediaac data

kekerasan peremprlan dac anak;

h. pengoordinasian pembentukan organisasi anak;

i. pengoordinasian bahan pembuatan korritmen Kabupaten

Layak Anak {KLA};

j- petraksanaan trremantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang

pemberdayaan perernpuan serta perlindungan peretnpuarl

dan anak;

k. pelaksanaan adminstrasi dan tata. usalea bidang

pennkrdayeerfi perernpuan serta perlindungarl perempuan

dan anak; dan

l. rnelaksanakan tugas-tugas }ain yang diberikan kepala

dinas sesuai dengan peraturan perundang-undanga*.

Pasal 11

Penja.baran Fungsi Eselon IV diteta.pkan oleh Kepala Di:eas dengan

Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV

UPTD

Pasal 12

tl) UFrfD rnerupakan unsur pelaksa*a tekrris operasioaal

DP2KBF3A.

{2} UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

13
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Pasa] 13

Dalam melaksanakan tugasrrya,UPTD rnerryelenggarakart fungsi :

a. pelaksanaa-n tugas Dinas sesuai dengan bidang cperasionalnya;

b. pelaksanazur urusan administrasi teknis operasional.

Pasal 14

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian T\rgas dan

Fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

(U Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga

dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai

kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

{21 Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior

yang diangkat oleh Bupati-

(3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh

Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku-

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipimpia oleh Sekretaris danlatau Kepala Bidang dan

dibantu oleh sub--koordinator sesuai denga* ruang lingkup

bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama

masing-masing.

(5) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat {4)

rnelaksanakan tugas membantu Sekretaris dan/atau Kepala

Bidang dalam pen5rusunan rtncana, pelaksanaan dan

pengendalian, ;remantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada

satu kelompok sub-substansi pada masing-masing

pengelompokan uraian fungsi.

(6) Sub-koordinator sebagairnana dirnaksud pada ayet (5)

ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

t7l Ketentuan mengenai pembagian tugas kelornpok sub-substansi

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.
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BAB VI

TATA KER.}A

Fasal tr6

(1) Dalam melaksanakan tugas pokeik dan fungsirr5ra, Kepala Dinas,

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi,

Kepala LIPTD dan Kelompok Ja.batan Fungsional menerapkan

prinsip koordina.si, integrasi dan sinkronisasi baik dala:rt

lingkuagan masing-masiag mauptul aatar-satuan organisasi di

lingfuungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar

Pemerintah Daerah sesuai dengan trrgas masing-

masing.

(21 SetiaF satuam orga*isasi menganrua,si bawahannya

rnasing-masing da* bila terjadi penyirnpanga* agar rnengambil

Iangkah-langkah yarrg diperlukan.

{3} Setiap pemimpin satuan orga:risasi bertangguflgiawab

rnemimpin dan mengoordinasikan bawahan masiag-masing da.n

nremberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaaa tugas

bawahanaya.

{4} Setiap pemimpin satuan organisasi mengikuti dan mematuhi

petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masirrg-

rnasing srta rnenyampaikan Laporerr krkala tepat walrtu-

(51 Setiap lapora* ya*g diterisa oleh pimpinan satuan crga*isasi

dan barrahannJra diolah dan diprgu*akan sebagai bahar: unttrk

perrJrusunan laporan lebih lanjut dan untr:k memberikan

pefunjuk kepada bawahannya.

{6} Dalam rnenyampaikan laporan masing-rnasing kepada atasan,

tembu.san laporan disampaikan pula kepada satuan crganisasi

lain yang secara fungsional rnempunyai hubungan kerja.

BAB \rII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHEI\iTAN

DAI-EM JAEA?AN

Pasal 17

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Eagian, dan

Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai

Aparatr-lr Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan

pem.turan undangan yang hrlaku.
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BAB VIII

KETENTUAN PENU?UP

Pasal tr8

Pada saat Peraturan Bupa.ti ini mulai bcrtaku, maka Peraturan

Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2U-16 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri (Berita Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2Of6 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tangal diundangkaa.

Agar setiap oftmg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

I(abupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

padatanggal 10 - 6 -2022
BT'PATI ITEDIRI,

ttd

HAITII{DHI3O HI}IAIilAIT PRATIA!54

Diundangkan di Kediri

padatanggal 1O-6-2022
SEI(R TARIS DAERAH XABI'PAIEII IGI'TRT,

ttd

DEDE SUJAITA

BERITA DAERAH KABI'PATEIT reDIRI TAIII'T 2{J,22 ilOUOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Ralryat
u.b.

Plt, KEPAI-A IAN HUKUM

SUWONO
Penata. Tingkat I

NrP 19661125 198903 I O10
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NOMOR : 24 TAHUN 2022
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BAGAN ORGANISASI

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK. KELUARGA BERENCANA.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

IUPATI KEDIRI,

ttd

I{ANINOHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan aetutrl dcntan ailinye
a,n. SEKRETARIS DAERAH
Ali.tcn Pemerlntahan dan

Ralryet

Plt,

Penata
NrP 1966 I I 25 1 I 010
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